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Effectiveness of zero Based Waste management Policyin
Realizing a Clean Gresik Regency

Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis
Zero Waste Dalam Mewujudkan Kabupaten Gresik yang
Bersih

Diana Hertati*, Nurhadi, Tukiman

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

ABSTRACT

The development of the population in an area and the existence of socio-
economic activities will have an impact on increasing the type and amount of waste
that will threaten the regional ecosystem. The empirical facts still reflect that waste
management is not optimal with the high amount of waste entering the Ngimpik
TPST, so that effective waste management is needed in realizing Gresik Regency
as a clean city. This study aims to describe the Effectiveness of Waste Management
based on "Zero Waste" in Creating a Clean Gresik Regency. This type of research
uses a qualitative descriptive approach. Sources of data in this research include
primary data and secondary data. Qualitative analysis from Miles and Huberman is
used to analyze the data which includes four components, namely: data collection,
data condensation, data presentation and drawing conclusions. The results of this
research show that the effectiveness of the zero waste-based waste management
policy at the Ngimpik TPA is quite effective. Adjustment of needs with waste
management innovations that continue to be improved so that problems can be
resolved. The main obstacles are the inadequate facilities and infrastructure and the
lack of public awareness to reduce waste generation so that waste can be
controlled, and the landfill burden will be reduced.

Keywords: Policy Effectiveness, waste management, local government

ABSTRAK

Perkembangan jumlah penduduk di suatu wilayah dan adanya aktivitas sosial
ekonomi akan berdampak pada peningkatan jenis dan jumlah sampah yang akan
mengancam ekosistem wilayah. Fakta empirisnya masih mencerminkan belum
optimalnya dalam pengelolaan sampah dengan masih tingginya sampah yang
masuk ke TPST Ngimpik, sehingga diperlukan adanya pengelolaan sampah yang
efektif dalam mewujudkan Kabupaten Gresik sebagai kota yang bersih. Penelitian
ini bertujuan untuk mendeskripsikan Efektivitas Pengelolaan Sampah berdasarkan
“Zero Waste” dalam Mewujudkan Kabupaten Gresik Bersih. Sumber data dalam
riset ini meliputi data primer dan data sekunder. Analisis kualitatif dari Miles dan
Huberman digunakan untuk menganalisis data yang meliputi empat komponen
yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan
kesimpulan. Hasil riset ini menghasilkan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan
sampah berbasis zero waste pada TPA Ngimpik sudah cukup efektif. Penyesuaian
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kebutuhan dengan inovasi pengelolaan sampah yang terus ditingkatkan sehingga
permasalahan bisa teratasi. Kendala utama yang ada mengenai kurang
memadainya sarana dan prasarana dan masih kurang kesadaran masyarakat untuk
mengurangi timbulan sampah sehingga sampah dapat terkontrol dan beban TPA
akan berkurang.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, pengelolaan sampah, pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah sampah harus diimbangi dengan pengelolaan yang ramah
lingkungan dan efektif agar tidak menjadi ancaman pencemaran lingkungan. Permasalahan
kebersihan, Kesehatan dan ramah lingkungan penting untuk dijaga melalui pengelolaan
sampah yang baik (Agung et al., 2021). Provinsi Jawa Timur masalah persampahan terus
meningkat, dan sulit mencari lahan untuk dijadikan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir).
Berdasarkan data statistik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tahun 2021
pada Provinsi Jawa Timur memproduksi 1,28 juta ton timbulan sampah. Rumah tangga
penghasil sampah terbanyak hingga menembus di angka 54,28% dari total sampah. Disusul
oleh sampah perdagangan sebanyak 12,65%, dan sampah dari kegiatan kawasan 12,48%
(Rizaty, 2022). Pada akhir tahun 2022 ini, sebanyak 47 TPA sampah akan penuh dengan
produksi timbunan sampah yang sudah mencapai rata-rata 18.500 ton/hari (Yulipriyanto,
2010). Timbunan sampah Kabupaten Gresik semakin banyak yaitu 187 ton/hari dan hanya
memiliki satu unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Ngipik Kecamatan Kebomas dengan
luas 6 Hektar are (Ha) ini perlu adanya penanganan pengelolaan sampah secara cepat dan
efektif agar tidak terjadi penumpukan (Fathoni, 2018).

Penanganan persoalan sampah bagi pemerintah kabupaten Gresik bukanlah hal yang
mudah, karena peningkatan pertambahan penduduk simetris dengan hasil produksi sampah
baik domestik maupun non domestik (Sekarsari et al., 2020). Manajemen sampah berbasis
zero waste merupakan kegiatan yang terdiri dari  pemisahan, pengomposan dan
pengumpulan barang yang layak jual, mempunyai tujuan mengurangi timbulan sampah dari
kegiatan sehari-hari manusia (Riali, 2020). Untuk meminimalisir terjadinya penumpukan
sampah di Kabupaten Gresik melalui pengelolaan sampah yang efektif, pemerintah
menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gresik dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan
Sampah.

Fakta empiris ditemukan di lapangan, masih mencerminkan buruknya aturan mengenai
penanganan sampah karena masih banyaknya sampah yang masuk ke TPA Ngimpik
sehingga menjadi overload. Pengelolaan sampah dengan konsep 3R sudah diterapkan oleh
pemerintah Kabupaten Gresik namun belum sanggup memerangi permasalahan sampah.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam mengatasi masalah sampah dengan
melakukan pengambilan, penampungan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan
membawanya ke TPA. Sistem persampahan nasional harus terintegrasi dalam
pengelolaannya agar sampah sampah rumah tangga dapat dikelola dengan baik yang pada
akhirnya overload di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dapat diatasi (Apriliani &
Maesaroh, 2021).

Saat ini Kabupaten Gresik juga menghadapi permasalahan adanya overload di TPA
Ngipik, satu-satunya tempat pembuangan sampah akhir bagi masyarakat setempat. Guna
mengatasi persoalan tersebut maka dilakukan kerjasama antara Kabupaten Gresik, PT Reciki
Solusi Indonesia dan Danone-AQUA dalam pengolahan dan pengurangan sampah berbasis
Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) 3R Sampahku tanggung Jawabku
(SAMTAKU) dengan volume 200 ton perhari. Nantinya diharapkan dalam pengelolaan
sampah tersebut, akan mampu memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi lingkungan yang
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akan dipekerjakan untuk melayani pengambilan sampah bagi 25.000 kepala keluarga,
Kawasan komersial, perkantoran dan industri di wilayah Kabupaten Gresik.

Kebijakan manajemen sampah dengan Zero Waste melalui TPST 3R di Kabupaten
Gresik masih belum efektif (Affandy, 2015). Berdasarkan kelembagaan, masih belum
adanya sinergitas dan harmonisasi baik pada dinas, swasta dan masyarakat. Masyarakat
dalam berpartisipasi dirasakan masih kurang optimal dan masih bergantung pada pemerintah.
Hal ini di support hasil penelitian Rendy yang berjudul Kebijakan pengelolaan sampah di
Kota Palu yang menunjukkan bahwa manajemen sampah masih belum optimal, disebabkan
kurang efisiennya pengawasan dari pihak yang terkait, masih rendahnya perilaku dan
kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan masyarakat tidak patuh terhadap waktu
operasional dalam pembuangan sampah yang sudah ditentukan (Rendy, 2015). Adanya
beberapa kriteria kecukupan penampungan sampah ternyata masih belum bisa memecahkan
masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pada kenyataannya bahwa keberadaan TPS,
TPST dan Bank Sampah hanya menimbulkan bau busuk di lingkungan sekitar wilayah
persampahan.

Untuk melihat keberhasilan dari sasaran-sasaran program yang telah dirumuskan, diukur
melalui beberapa indikator tingkat efektivitas. Yenik mengemukakan bahwa ada empat
parameter efektif atau tudaknya suatu program dari pemerintah daerah meliputi: (1)
Terkontrolnya keperluan masyarakat secara implisit, (2) program layanan khusus sebagai
kebutuhan masyarakat, (3) kualitas pelayanan sebagai parameter dari kepuasan masyarakat,
(4) penyesuaian masalah yang ada terhadap pemberi layanan (Pujowati, 2021). Menurut
Campbell Parameter efektivitas program kegiatan terdiri dari : (a) keberhasilan program dan
sasaran, (b) kepuasan program, (c) kesesuaian input dan output, (d) tujuan menyeluruh dapat
tercapai (Susantri, 2018).

Keefektivan program yang dibuat oleh pemerintah selalu simetris dengan dari tujuan
program itu sendiri. Siagian (2001) menyampaikan kriteria untuk mengukur tujuan
keefektivan sebagai berikut: (a) Kejelasan tujuan yang dicapai, (b) Kejelasan strategi, (c)
Analisis dan perumusan kebijakan (d) Perencanaan harus jelas, (e) Matang dalan
penyusunan, (f) Terdukungnya sarana dan prasarana kerja yang memadai, (g) Implementasi
yang efektif dan efisien, (h) Sistem kontrol yang mendidik.

Berdasarkan deskripsi dan latar belakang tersebut, riset ini mempunyai tujuan penelitian
untuk melakukan analisis efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis zero waste
dalam mewujudkan Kabupaten Gresik yang bersih, pendekatan teori yang digunakan untuk
mengukur Efektivitas Campbell dalam (Tristy & Aminah, 2020), efektivitas kebijakan
diukur melalui beberapa program dengan parameter, yaitu: 1) keberhasilan program dan
sasaran; 2) sosialisasi program; 4) pengawasan program dan mengkaji hambatan dan
tantangan.

METODE PENELITIAN

Deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan situs penelitian di
Kabupaten Gresik. Unit analisis penelitian ini adalah: kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan, Kepala Bagian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Gresik, swasta dan
masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji efektivitas kebijakan pengelolaan
sampah berbasis zero waste dalam mewujudkan Kabupaten Gresik yang bersih, melalui dua
focus, yaitu: mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Pengelolaan Sampah Berbasis
“Zero Waste” serta hambatan dan tantangan untuk mengatasi persoalan manajemen sampah
di Pemerintah Kabupaten Gresik melalui DLH Kabupaten Gresik.

Dalam riset ini, metode yang dilakukan melalui pengumpulan data yaitu wawancara
mendalam, untuk menganalisis kebutuhan peneliti dalam menyusun konsep dan teori format
model kolaborasi pemerintahan dalam pengelolaan sampah terpadu. Focus Group
Discussion: metode untuk menggali data dari berbagai ahli seperti Bupati, Kepala Dinas
Kebersihan dan Lingkungan Hidup dan jajaranya, masyarakat dan Lembaga swasta yang
relevan. Data hasil FGD merupakan data pembanding (cross check) dengan hasil wawancara
mendalam. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi dan diterapkan secara berkelanjutan
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untuk mendapatkan data yang jenuh. Analisis data dilakukan berdasarkan model dari Miles
dan Huberman yang meliputi 4 (empat) komponen, yaitu pengumpulan data, kondensasi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Riset Ini akan mendeskripsikan dan menganalisis berdasarkan observasi dan data hasil
wawancara hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dengan fokus pada efektivitas
pengelolaan sampah berbasis “zero waste” dan hambatan dan tantangan Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Gresik dalam mengatasi permasalahan sampah melalui beberapa fokus
yaitu:

Efektivitas Keberhasilan Program

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilakukan bahwa kepala bidang pengelolaan
kebersihan dan seksi pengelolaan persampahan sudah melakukan pengawasan seluruh tugas
dan fungsi yang ada. Keberhasilan program Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste sudah
cukup efektif, hal ini dikarena pencapaian tujuan belum optimal secara menyeluruh, artinya
pencapaian tujuan menyeluruh program pengelolaan sampah berbasis zero waste baru
tercapai sebagian saja. Walaupun pemerintah Kabupaten Gresik, PT Reciki Solusi Indonesia
dan Danone-AQUA sudah melakukan Kerjasama untuk manajemen dan pengurangan
sampah dengan TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) 3R Sampahku tanggung
Jawabku (SAMTAKU) yang kapasitas volume 200 ton per hari. Anggaran untuk pengelolaan
sampah dan limbah beracun dan berbahaya (B3) masih belum memadai sehingga program
pengelolaan sampah tidak dapat dijalankan secara optimal. Padahal dalam pelaksanaan
seluruh program pengelolaan sampah tersebut memerlukan anggaran yang memadai.

Pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan sudah sesuai dengan petunjuk pelayanan pada
bidang pengelolaan sampah dan B3, namun hanya sebatas penjemputan, pengangkatan dan
pembuangan tanpa pemisahan jenis sampah pada TPA. Padahal sesuai dengan Undang-
undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 22 ayat 1 telah dijelaskan bahwa penanganan sampah
harus dilakukan dengan mekanisme pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan
pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah. Selanjutnya sampah
tersebut juga harus dipindahkan ke tempat pengelolaan sampah terpadu, dan pada akhirnya
akan dibawa ke tempat pemrosesan akhir. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Sampah pasal 221 ayat 1 poin 1 sudah diatur dengan jelas bahwa kegiatan
pengangkatan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah daerah dapat
membentuk kelembagaan pengelola sampah, bermitra dengan badan usaha/masyarakat dan
bekerjasama baik dengan pemerintah, pemerintah provinsi dan dengan pemerintah kabupaten
atau kota. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 hasil penelitian memperlihatkan bahwa
di Kabupaten Gresik sudah terbentuk 300 Bank Sampah.
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No. Kecamatan Jumiah
1 Gresik 66
2 Kebomas 38
3 Manyar 31
4 Cerme 29
5 Menganti 26
6 Bungah 23
7 Driyoreio 20
8 Benieng 17
) Sidayu 17
10 Balongpanggang. 10
11 Penceng 6
12 Dukun 5
13 Waringinanom. 4
14 Duduksampeyan 3
15 Ujung Pangkah 3
16 Kedamean 2

JUMLAH 300

Gambar 1. Data Bank Sampah Kabupaten Gresik (Diolah, 2022)

TPA Ngipik sebagai tempat pembuangan sampah akhir bagi penduduk di Gresik dan satu-
satunya tempat pembuangan akhir. Daya tampung sampah TPA Ngipik mempunyai
kapasitas nilai rata-rata sebesar 524,2 m3/hari. Dengan volume sampah yang mengalami
peningkatan setiap tahun, maka secara tidak langsung akan menyebabkan daya tampung
TPA Ngipik semakin berkurang. Oleh karenanya diperlukan adanya alternatif solusi dalam
mengurangi beban volume sampah, salah satunya yaitu dengan konsep Zero Waste.

Efektivitas Keberhasilan Sasaran Program

Dalam penelitian ini hasil penelitian menunjukkan bahwa ketetapan sasaran program
didasarkan pada  Visi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik yaitu
“Terwujudnya kelestarian dan keindahan lingkungan melalui peningkatan Kkinerja
pengelolaan lingkungan hidup”. Hal ini berarti bahwa sasaran program pengelolaan sampah
di Pemerintah Kabupaten Gresik bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah kabupaten
tersebut yang bertujuan agar lingkungan terjaga dan tertata dengan rapi dan indah. DLH
Kabupaten Gresik telah melakukan tugasnya untuk terus meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan sampah, hal ini sesuai dengan ketetapan regulasi yang ada.
Namun dari hasil penelitian hanya beberapa kecamatan saja yang sudah melakukan
Kerjasama dalam pengelolaan sampah dengan DLH, hal ini berarti bahwa ketetapan sasaran
program belum optimal, karena masyarakat Gresik belum semua ikut berpartisipasi dalam
pengelolaan sampah.

Efektivitas Sosialisasi Program

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi program oleh Dinas
Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik sudah dilaksanakan secara sistematis dan
terencana dan dilakukan secara berkala baik satu bulan sekali ataupun triwulan. Sosialisasi
program pengelolaan sampah merupakan hal penting untuk dilakukan guna menentukan
keberhasilan dan pencapaian program, sehingga diperlukan adanya partisipasi masyarakat.
Pelaksanaan sosialisasi ini dilaksanakan di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan
aparatur kelurahan/desa sebagai pengawas dalam melaksanakan program pengelolaan
sampah.

Efektivitas Pengawasan Program

Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar
pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
sebelumnya adalah bagian dari fungsi pengawasan. Kegiatan pengawasan program
pengelolaan sampah dilakukan secara internal oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kepala bidang
pengelolaan kebersihan dan seksi pengelolaan persampahan dan supervisor yang bertugas
mengawasi secara langsung jalannya kegiatan. Pelaksanaannya setelah dilakukannya
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program tersebut, sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Pengawasan oleh kepala Dinas Lingkungan Hidup merupakan bentuk evaluasi
keberhasilan program pengelolaan sampah. Sudah berjalan sesuai dengan standar pelayanan
yang telah ditetapkan atau dengan melihat report kegiatan yang dilaporkan secara triwulan.
Sedangkan pengawasan oleh kepala bidang dan kepala seksi pengelolaan persampahan,
dilakukan dengan mencermati dan mengamati laporan bulanan yang dibuat supervisor
bahkan check on the spot ke lokasi TPA untuk melihat kebenaran laporan yang diperoleh.
Sedangkan pengawasan yang dilakukan supervisor dengan meninjau kinerja pekerja
lapangan dan mengumpulkan dan mencatat jumlah sampah yang dikelola setiap harinya,
serta menyelesaikan konflik yang terjadi dilapangan, yang biasanya disebabkan oleh kurang
adanya jalinan komunikasi yang baik antara petugas dengan masyarakat.

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian tersebut diatas, efektivitas kebijakan pengelolaan
sampah yang dikaji dengan 4 fokus vyaitu keberhasilan program, ketetapan sasaran
program, sosialisasi program, dan pengawasan program, efektivitas kebijakan pengelolaan
sampah berbasis Zero Waste melalui TPST 3R di Kabupaten Gresik belum berjalan secara
efektif. Berdasarkan observasi dan hasil wawancara bahwa pencapaian target dalam
pengelolaan sampah yang dilakukan melalui pemisahan berdasarkan jenis sampah belum
dijalankan, kegiatan pengelolaan sampah oleh DLH belum berjalan efektif baik dari regulasi
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena adanya
keterbatasan anggaran.

Sedangkan program pengelolaan sampah masih terdapat hambatan-hambatan sehingga
memperlambat jalannya program tersebut, diantaranya adalah Sumber Dana/Anggaran yang
tidak memadai, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana serta kurang
adanya kesadaran masyarakat sehingga kebijakan pengelolaan sampah berbasis Zero Waste
melalui TPST 3R di Kabupaten Gresik belum berjalan secara efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan observasi dan hasil wawancara dilapangan serta pembahasan,
kesimpulannya adalah bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis zero waste
oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik belum berjalan optimal dalam mewujudkan
lingkungan kabupaten Gresik yang bersih berdasarkan fokus 4 fokus vyaitu keberhasilan
program sudah efektif, ketetapan sasaran program belum efektif, sosialisasi program belum
efektif, dan pengawasan program sudah cukup efektif. Hambatan dan tantangan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam pengelolaan sampah berbasis zero waste adalah
terdapat hambatan yang membawa dampak pada lambatnya program yang dijalankan baik
dari kurang memadai sumber daya manusia, sarana prasarana yang dimiliki Dinas
Lingkungan Hidup masih terbatas, diantaranya armada, tempat pembuangan sementara
(TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA). Sedangkan kurangnya kesadaran masyarakat
dan kurangnya koordinasi masyarakat dan lembaga merupakan tantangan yang dihadapi oleh
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik.

PENDANAAN

Publikasi artikel ini bersumber dari dana penelitian mandiri LPPM UPN “Veteran” Jawa
Timur, yang mana ini merupakan kegiatan setiap tahun bagi dosen di lingkungan UPN
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